
 
 

Perlu Siasat dan Kolaborasi Para Pihak Untuk  Sejahtera Dari Sawit 
 
- Cegah Rawan Pangan dan Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Stop Gantungkan Ekonomi Riau 
pada Sawit Saja- 
 
[Jakarta, 6 Mei 2020] Kesejahteraan masyarakat dan ketahanan pangan perlu digantungkan pada 
komoditas yang beragam dan seimbang antara komoditas perkebunan dan pertanian pangan. 
Menggantungkan perekonomian hanya pada sawit sebagai komoditas dominan akan sangat berisiko 
bagi ketahanan pangan maupun kesejahteraan masyarakat di daerah. Demikian disampaikan oleh 
Muhammad Teguh Surya, Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan dalam Diskusi Online 
“Kesejahteraan dan Panen Bencana di Provinsi Sentra Sawit Riau” yang dilaksanakan Yayasan Madani 
Berkelanjutan pada 6 Mei 2020. 
 
  
Meskipun Provinsi Riau memiliki perkebunan sawit terluas nomor wahid di Indonesia, dengan luas 
mencapai 3,4 juta hektare, sektor ini terbukti belum mampu memberikan manfaat optimal bagi 
kesejahteraan masyarakat maupun petani sawit di Riau. Per 2018, terdapat tujuh  kabupaten di Riau 
yang memiliki luas area tanam sawit terluas, yaitu Kampar (430 ribu hektare), Rokan Hulu (410 ribu 
hektare), Siak (347 ribu hektare), Pelalawan (325 ribu hektare), Rokan Hilir (282 ribu hektare), Indragiri 
Hilir (227 ribu hektare), dan Bengkalis (186 ribu hektare). 
 
  
“Kajian Madani menunjukkan bahwa dari 7 kabupaten dengan luas area tanam sawit yang signifikan, 
6 kabupaten memiliki tingkat kesejahteraan masyarakat yang rendah, yaitu Indragiri Hulu, Bengkalis, 
Pelalawan, Rokan Hulu, Kampar dan Rohil. Sementara itu, 4 kabupaten (Bengkalis, Rokan Hulu, 
Indragiri Hulu dan Kampar) justru mengalami kerawanan pangan,” kata Intan Elvira, Peneliti Muda 
Yayasan Madani Berkelanjutan. 
 
  
 
Sementara itu, dari sisi ekologis, kajian Madani menunjukkan korelasi erat antara hilangnya tutupan 
hutan dengan bencana ekologis di Riau. “Hilangnya tutupan hutan di Riau pada periode 2010-2013 
telah memicu terjadinya bencana ekologis pada dua hingga tiga tahun setelahnya. Pada periode 2017 
hingga 2019, Riau “memanen” bencana akibat hilangnya tutupan hutan pada kurun waktu 2011-2015. 
Rusaknya hutan di Riau tidak hanya mencederai ekosistemnya, tapi juga masyarakat karena terdapat 
194 desa dan kelurahan di Riau yang keberlangsungan hidup masyarakatnya bergantung pada 
kawasan hutan,” tambah Intan. 
 
  
 
Pada periode 2010-2018, tercatat 1,7 juta hektare tutupan hutan hilang di Riau. Artinya, rata-rata 190 
ribu hektare tutupan hutan hilang setiap tahunnya. Kabupaten Pelalawan menduduki posisi pertama 
sebagai kabupaten dengan hilangnya tutupan hutan terluas di Riau, yakni 316 ribu ha atau setara 
dengan lima kali luas Singapura, dan berturut–turut diikuti oleh Rokan Hilir (220 ribu ha), Indragiri Hilir 
(212 ribu ha), Bengkalis (184 ribu ha), dan Indragiri Hulu (163 ribu ha). 
 
  
 

 



Ancaman bencana ekologis sangat besar bagi desa-desa yang berada di sekitar perkebunan sawit, 
terutama bencana kekeringan dan kebakaran. “Dari 573 desa di sekitar perkebunan sawit di 6 
Kabupaten yaitu Indragiri Hilir, Kampar, Rokan Hulu, Siak, Pelalawan dan Rokan Hilir, 82 persen (471 
desa) terindikasi rawan bencana ekologis. Lima dari enam Kabupaten tersebut, yaitu Kabupaten 
Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Indragiri Hilir dan Siak memiliki kerentanan bencana karhutla 
yang dominan. Sementara Kampar rentan akan bencana kekeringan yang dominan. Kerawanan 
bencana desa-desa di sekitar perkebunan sawit sangat tinggi, namun ironisnya, hanya 15 persen yang 
memiliki kapasitas manajemen bencana,” tambah Intan. 
 
  
 
Bencana kebakaran hutan secara khusus sangat mengancam secara ekonomi. Potensi kerugian dari 
kebakaran gambut di wilayah perkebunan sawit di Riau pada tahun 2019 mencapai 1,5 Triliun dari sisi 
karbon saja hingga ekosistem gambut tersebut bisa kembali terpulihkan. 
 
  
 
Terbitnya kebijakan moratorium sawit bisa menjadi pijakan bagi pemerintah daerah untuk 
meningkatkan kesejahteraan petani dengan membenahi produktivitas, modal usaha, legalitas lahan  
dan keberlanjutan petani sawit untuk menciptakan daya saing dan mengurangi risiko tersingkirnya 
petani sawit dari pasar formal. 
 
  
 
Sementara itu, untuk mengatasi minimnya kapasitas manajemen bencana di desa-desa sekitar 
perkebunan sawit, Pemda harus memprioritaskan kolaborasi dengan berbagai pihak melalui skema 
alokasi dana desa dan mengintegrasikan program TJSL (Tanggung Jawab Sosial Lingkungan) 
perusahaan 
 
  
 
Terakhir, mekanisme transfer fiskal ekologis dari Kementerian Keuangan melalui kerangka Transfer 
Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi (TAPE) dan Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE) 
dapat menjadi peluang bagi pemerintah daerah untuk mendapatkan biaya dan manfaat yang sepadan 
dalam menjaga kelangsungan hutan dan hidrologis gambut. 
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